
  

 

 

-  UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 

-  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 

SALINAN 
  

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR  20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR                   

NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan kebutuhan  hasil 

evaluasi dan dinamika perekonomian daerah  serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, dan Pasal 355 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024; 

Mengingat: . . . 
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6868); 

 

 

8. Peraturan . . . 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 

14. Peraturan . . . 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 630); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Nomor 1 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016 Nomor 1 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 

Nomor 2 Seri D); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 

2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  41 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 . . . 
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Pasal 4 

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi: 

a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar 

hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan 

tujuan serta sistematika penulisan; 

b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 

Berkenaan, memuat hasil evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan RKPD sampai triwulan II tahun 

berkenaan dan permasalahan pembangunan daerah; 

c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan 

Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan 

arah kebijakan keuangan daerah;  

d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, 

memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu 

strategis pembangunan, dan prioritas pembangunan 

tahun 2024; 

e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat 

Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 

serta Rencana Kerja Perangkat Daerah dan 

Pendanaan; 

f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

memuat penetapan target Indikator Kinerja Utama dan 

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; dan 

g. Bab VII Penutup. 

(2) Isi beserta uraian dari sistematika RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal   9 Juli 2024       

    

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd  

ADHY KARYONO 

 

 

 

Diundangkan di Surabaya  

pada tanggal   9  Juli 2024 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

                                     ttd 

 

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si. 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 20 SERI E. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP 19690129 199303 2 001 
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